
Menimbang : a.

LEMBARAN DAERAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ]IIA,ALENGKA
NOMOR: 3 TAHUN 2O1O

TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSAITAAI{

ANGGARAN PENDAPATATT DAN BEI.ANJA DAERAH
KABUPATEI{ MA'ALENGKA TAHUN ANGGARAN 2OO9

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG UAHA ESA
BUPATI MAIALENGKA

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah sebagairmana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang

Peftanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa

laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan

setelah tahun anggaran berakhir;

bahwa pe*anggungjawaban pelakanaan APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan

dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Majalengka

Tahun Anggaran 2008.

b.



Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pernbentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam

Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Punnrakarta

dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor L4 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan

atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3569 );

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 36S6) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2A Tahun 2000

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas

Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 );

Undang-Undang Nomor t7 Tahun 2003 tentarrg Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 4T,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2.

3.
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7.

8.

o

10.

11.

t2.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republk

Indonesia Nomor a389);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4a00);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 20A4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 442L);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor t2 Tahun 2008

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor #a$;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat

dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor t26, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Pennirakilan

Rakyat, Dewan Penankilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor L23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50a3);
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13.

L4,

16.

t7.

18.

19.

undang-undang Nomor 2g Tahun 200g tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 200g Tahun 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

s04e);

peraturan pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 2L0, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan

dan Anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan peraturan pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas

peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan

dan Anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 4T,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47LZ);

peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan umum

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4502);

peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nornor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4503);

peraturan pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574)l

peraturan pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor !3l,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
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20.

21.

24.

25.

22.

23,

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Slstem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonmia Tahun 2005 Nomor 138, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2@5 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4577);

Peraturan Pernerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor a578);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar

Pelayanan Minimal (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesaia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan

Penyelenggaraan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan

Lembaran Negarc Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

(Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nornor 38 Tahun

2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang

Milik Negara/Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);



27.

28.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja. Instansi

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan

Penryakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada

Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara

Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara

Repubtik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4738);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Paftai Politik

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4972);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5104);

29.

30.

31.

32.
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33. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Tugas

Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubemur sebagai Wakil Provinsi di Wilayah Provinsi

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5107);

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa

Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan

terakhir dengan Percturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan

Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2L Tahun 20A7 tentang Pengelompokan Kemampuan

Keuangan Daerah, Penganggaran dan Peftanggungjawaban Penggunaan BelanJa Penunjang

Operasional Pimpinan DPRD sefta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana

Operasionall

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2007 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan

Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban

PelaKanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;

34.

37.
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39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan

Penyusunan Laporan Perta nggungjawa ban Bendahara Sefta Penyam paiannya ;

z+0. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan,

Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan laporan Peftanggungjawaban Penggunaan

Bantuan Keuangan Partai Politik;

41. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tantang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka

(Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2);

42. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten

Majalengka Tahun 2009 Nomor 1);

43. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan

Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009

Nomor 2, SeriA);

44. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nornor 4 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah (RPJM)Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009-2013;

45 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009

Nomor 9).
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Dengan Percetujuan Bersama

DEWAN PERWAKIIAN RAIfiAT DAERAH KABUPATEN MAIALENGKA

DAil

BUPATI I{AIATENGKA

MEMUTUSI(AN :

MENEtApKan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PEIAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANTA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2OO9

Pasal 1

(1) Peftanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :

a. Laporan Realisasi Anggaran;
b. Neraca;
c. Laporan Arus Kas;
d. Catatan atas Laporan Keuangan

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan
ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2009 sebagai
berikut:
a, Pendapatan Rp. 967.266.988.286,00

b. Belanja Rp. 928.141.675.797.00

Surplus/(Defisit) Rp. 39.L25.3L2.489,00
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c. Pembiayaan

- Penerimaan Rp. 28.429.t75.536,00

- Pengeluaran Ro 2.145.439.926.00

Pembiayaan Netto Rp. 26.283.735.610,00

Pasal 3

Uraian Laporan RealisasiAnggaran sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

(1) Selisih Anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 15.031.970.926,69 dengan rincian

sebagai berikut :

a. Anggaran Pendapatan setelah Perubahan Rp. 952,235.017.359,31

b. Realisasi Rp. 967.266.988.28@

Selisih Lebih Rp. 15.031.970.926,69

(2) Selisih Anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 50.061.089.595,31 dengan rincian sebagai

berikut :

a. Anggaran Belanja setelah Perubahan Rp. 978,202.765.392,31

b. Realisasi Rp. 928,141.675.797.00

Selisih Kurang Rp. 50.061.089.595,31

(3) Selisih Anggaran dengan Realisasi defisit seJumlah Rp. 65.093.060.522,00 dengan rincian sebagai

berikut :

a. Anggaran Defisit setelah Perubahan (Rp. 25.967.748.033,00)

b. Realisasi Surplus Rp. 39.125.312.489,00

Selisih Kurang Rp' 65,093.060.522,00



(4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp. 784.AL2.423,0A dengan

rincian sebagai berikut :

a) Anggaran Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan

b) Realisasi

Selisih Kurang

Rp. 25.967.748.033,00

Ro. 26.283.735.610,00

Rp. 3t5.987.577,00

Rp. 29.213.t87.959,00

Rp. 28.429.175.536.00

Rp. 784.0t2.423,00

(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp. 1.100.000.000,00 dengan

rincian sebagai berikut :

a) Anggaran pengeluaran Pembiayaan Setelah Perubahan Rp. 3,245.439.926,00

b) Realisasi Rp. 2.145.439.926.00

Selisih Kurang Rp. 1.100,000.000,00

(6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp. 315.987.577,00 dengan rincian
sebagai berikut:
a. Anggaran pembiayan neto setelah perubahan

b. Realisasi

Selisih Lebih

Pasal 4

I huruf b per 31 Desember Tahun 2009 sebagai berikut :

Rp. 2.289.305.253.128,55

Rp. 23.281,801.305,41

Rp, 2.266.423.451.823,L4

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal

a. Jumlah Aset

b. Jumlah Kewajiban

c. Jumlah Ekuitas Dana
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Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal t huruf c untuk tahun yang berakhir sampai

dengan 31 DesemberTahun 2009 sebagai berikut:

a. Saldo Kas 1 Januari 2009 Rp. 27.398,7t3.599,00

b. Arus kas dari aktivitas operasi Rp. 159.459.421.100,00

c. Arus kas dari aKivitas investasi aset non keuangan Rp. (120.355.256,970,00)

d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan Rp. (L.40t.477.989,00)

e. Arus kas dari aktivitas non anggaran Rp. 0,00

f. Saldo kas akhir per 31 Desember Tahun 2009 Rp. 65.101.399.740,00

Pasal 6

Catatan atas laporan Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal t huruf d Tahun Anggaran 2009 memuat

informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

xll



Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam
Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

a, Lampiran I
Lampiran I.1

Lampiran 1.2

Lampiran L3

Lampiran I.4

Lampiran I.5

Lampiran I.6

Lampiran T.7

Lampiran I.B

Lampiran I.9

Lampiran I.10

Laporan realisasi anggaran

Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan

pemerintahan daerah dan organisasi;

Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan

daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;

Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan

pemerintahan daerah, organisasai, program dan kegiatan;

Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan

dan keterpaduan urusan pernerintahan daerah dan fungsi dalam

kerangka pengelolaan keuangan negara;

Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan

Daftar piutang daerah;

Daftar penyeftaan modal (investasi) daerah;

Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap

daerah;

Daftar realissi penambahan dan pengurangan aset lainnya;

Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir

tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran

berikutnya;
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Lampiran I.11

Lampiran I.12

b. l-ampiran II

c. Lampiran III
d. Lampiran IV

Daftar dana cadangan daerah; dan

Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Neraca

Laporan arus kas

Catatan atas laporan keuangan

Pasal 8

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimakud dalam pasal 1 ayat (2) terdiri dari :

a.Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran V peraturan daerah ini.

b.Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan

daerah tercantum dalam Lampiran VI peraturan daerah ini.

Pasal 9

Bupati Majalengka menetapkan Peraturan Bupati tentang penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan

APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
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